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P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,

dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

talak antara:

PEMOHON,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bolaang

Mongondow  Selatan,  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kuasa

Hukum adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum

beralamat  di  Jalan  Pemuda  Desa  Toluaya,  Kecamatan

Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, baik

bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri,  bertindak

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  8  November

2024  dan  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bolaang Uki dalam Register Nomor 013/SK.Kh/2024/PA.Blu,

sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Menimbang,  bahwa Pemohon  berdasarkan  surat permohonannya

tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui

aplikasi  E-Court  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki  dengan

Nomor : 179/Pdt.G/2024/PA.Blu, tanggal 11 November 2024 telah mengajukan

permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  06  Februari  2008  Pemohon  dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah   Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  kabupaten  Bolaang

Mongondow  Selatan,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  -,

tertanggal 06 Februari 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon

berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon

yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya

Pemohon  dan  Termohon  sudah  beberapa  kali  tinggal  terpisah  dan

terakhir tinggal terpisah lagi sejak bulan Desember 2017;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

anak, bernama : Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir Bolaang

Mongondow Selatan, 21 Maret 2009, Usia 14 tahun dan berada dalam

asuhan Termohon sebagai Ibu Kandung;

5. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  selama  ini  tinggal  terpisah

dikarenakan  Pemohon  tinggal  serta  bekerja  mengurus  usaha

Penginapan  Adapun  Termohon  dan  anak  tinggal  serta  mengurus  ibu

kandung Termohon di rumah milik orangtua Termohon selanjutnya masih

saling  mengunjungi  dan  menjalankan  kewajibannya  masing-masing

sebagai suami isteri;

6. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal

rukun dan harmonis namun pada bulan Juli  Tahun 2022 sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi;

7. Bahwa Termohon Telah pernah mengajukan Gugatan Cerai kepada

Pemohon pada bulan 22 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Bolaang
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Uki dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2023/PA.Blu, dengan isi Putusan

Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki  Menolak  Gugatan  Penggugat

(Termohon);

8. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon terjadi disebabkan karena: 

8.1 Termohon  tidak  lagi  menghargai  Pemohon  sebagai

seorang suami yakni Termohon sering berpergian dalam waktu yang

lama  tanpa  izin  atau  pemberitahuan  kepada  Pemohon  sebagai

Suami;

8.2 Termohon  sudah  tidak  lagi  memberi  perhatian  serta

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon

yaitu dalam hal menanyakan keadaan Pemohon ataupun mengurus

Pemohon layaknya suami istri;

8.3 Termohon sudah memiliki  kekasih  baru di  kota Manado

serta sering jalan berdua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon

sebagai suami;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada bulan November tahun 2022, dimana Termohon

meninggalkan  rumah  dalam waktu  yang  lama  tanpa  seizin  Pemohon

serta  Termohon  tidak  menghargai  Pemohon  sebagai  suami  Ketika

memberikan nasehat sehingga Pemohon merasa sangat kecewa kepada

Termohon.  yang  mana  pada  saat  itu  pergi  dalam  waktu  lama

meninggalkan anak dan tidak mengurus keperluan anak Pemohon dan

Termohon  saat  mengikuti  kegiatan  sekolah.  Sehingga  sejak  saat  itu

Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama kurang lebih 2 (dua)

tahun lamanya;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut  di  atas,  Pemohon

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan

pernikahan  dengan  Termohon  dan  memilih  untuk  bercerai  dengan

Termohon;
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11. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak

dari  Pemohon  dan  Termohon  sesuai  dengan  kemampuan  Pemohon

sampai dengan anak tersebut dewasa;

12. Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  cerai  talak  ini

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

50  tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama  yang  menyebutkan  bahwa

“Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang

guna  menyaksikan  ikrar  talak,  selanjutnya  permohonan  tersebut

diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat

kediaman  Termohon,  kecuali  apabila  Termohon  dengan  sengaja

meninggalkan  tempat  kediaman  yang  ditentukan  bersama  tanpa  izin

Pemohon”  maka dengan ini  Pemohon mengajukan permohonan cerai

talak kepada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

13. Bahwa  Pemohon sanggup  membayar  biaya  perkara  menurut

ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil  di  atas, Pemohon mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

   Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak  satu  Raj’i  terhadap  Termohon  Termohon di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bolaang Uki;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

    Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  dan

kuasanya  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon

tidak pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk
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menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK -,  atas  nama  Permohon

tertanggal  05  September  2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bolaang  Mongondow

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  kemudian

diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 06 Februari 2008 yang

telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Bolaang

Mongondow  Selatan,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,

telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P2;

B. Bukti Saksi

Saksi  1,  Saksi,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :
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 Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah kerabat Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon  awalnya tinggal

terpisah karena Termohon bekerja di PT Freeport dan pada tahun 2016

pensiun  kemudian  pulang  dan  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua

Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai terjadinya

perpisahan;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis,  namun  kurang  lebih  sejak  bulan  Juli  2022  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis  lagi

karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon;

 Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Pemohon sudah tinggal terpisah

dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di penginapan miliknya dan

Termohon masih tinggal dirumah orangtua Termohon;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke penginapan

sampai sekarang;

 Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga

kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya;  

 Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

 Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi melihat Termohon berjalan

dengan  laki-laki  lain  di  sebuah  tempat  perbelanjaan  di  Kota  Manado

dengan menggunakan baju couple dan bergandengan tangan;

 Bahwa Saksi  dan keluarga telah  berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Saksi  2,  Saksi,  di  bawah sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :
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 Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah teman Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

sampai terjadinya perpisahan;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon

dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

 Bahwa  Pemohon  pada  tahun  2018  membuat  penginapan  yang

letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;

 Bahwa awalnya Termohon masih sering berkunjung ke penginapan,

saksi melihat hampir tiap hari Termohon datang;

 Bahwa akhir tahun 2022 saksi melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon  bertengkar,  Pemohon  seperti  sedang  menegur  Termohon

hingga Termohon menangis;

 Bahwa  saksi  juga  melihat  Termohon  datang  ke  penginapan  dan

kemudian  keduanya  langsung  bertengkar  sampai  terdengar  suara

makian Pemohon kepada Termohon;

 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah datang

lagi ke penginapan;

 Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga

kini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya;  

 Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

 Bahwa saksi juga pernah melihat foto Termohon berpelukan dengan

laki-laki lain;
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 Bahwa Saksi,  keluarga  bahkan sampai Sangadi Desa Popodu dan

Camat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun

lagi, namun tidak berhasil;

        Bahwa atas  keterangan para saksi  tersebut,  Pemohon menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  pada  petitum  primair  angka  1  (satu),  Pemohon

memohon  agar  perkaranya  dikabulkan  oleh  Hakim  Tunggal,  maka  pada

kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama

Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa 

Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, 

sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. 

Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan 

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya  juga mendalilkan

bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bolaang  Uki,  Kabupaten  Bolaang
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Mongondow  Selatan,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  -,  tertanggal  06

Februari 2008, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon

dengan Termohon sudah tidak harmonis,  oleh karena itu  Pemohon memiliki

legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Hakim

Tunggal menilai,  petitum  Pemohon  yang  pertama  dapat  diterima  dan

dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama

Bolaang Uki;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu

hadir  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan  permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  lebih  lanjut,  Hakim

terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  legalitas  surat  kuasa  serta  legal

standing Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara a quo;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

1994 yang mengatur bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di

pengadilan, menyebut kompetensi  relatif,  menyebut identitas dan kedudukan

pihak serta menyebut  secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua  unsur  ini  bersifat  kumulatif,  jika  tidak  dipenuhi  salah  syarat  akan

mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal

28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis

penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dimana ditegaskan bahwa

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian

tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang harus

dipenuhi tentang keabsahan surat kuasa serta dikaitkan dengan surat kuasa

khusus yang diberikan pihak Pemohon, maka Hakim Tunggal berkesimpulan

bahwa  surat  kuasa  khusus  dari  Kuasa  Hukum  Pemohon  telah  memenuhi

persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa advokat

yang dapat menjalankan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan

ketentuan  undang-undang  advokat.  Selanjutnya  dalam  Pasal  4  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa

sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di

wilayah domisili hukumnya;

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Kuasa  Hukum  Pemohon  telah

melampirkan kartu tanda anggota dan berita acara pengambilan sumpah/janji
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sebagai  advokat  dan   telah  pula  memperlihatkan  aslinya,  dengan  demikian

Hakim Tunggal  menilai  Kuasa Hukum Pemohon telah  memenuhi  ketentuan-

ketentuan di  atas  sehingga Kuasa Hukum Pemohon memiliki  legal  standing

atau sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara a

quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok  Pemohon mengajukan permohonan

cerai  adalah  karena  sejak  bulan  Juli  2022  Pemohon  dan  Termohon  sering

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai

Pemohon  sebagai  seorang  suami  yakni  Termohon  sering  berpergian  dalam

waktu  yang  lama tanpa  izin  atau  pemberitahuan  kepada  Pemohon sebagai

Suami,  Termohon  sudah  tidak  lagi  memberi  perhatian  serta  menjalankan

kewajibannya  sebagai  seorang  istri  kepada  Pemohon  yaitu  dalam  hal

menanyakan keadaan Pemohon ataupun mengurus Pemohon layaknya suami

istri, Termohon sudah memiliki kekasih baru di kota Manado serta sering jalan

berdua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami, akibatnya

Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  yang  hingga  kini  telah

berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, dan

selama  pisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada  komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, dan

P.2  tersebut,  telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti

surat  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  pasal  3  ayat  1  huruf  b  Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut
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menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Agama  Bolaang  Uki  dan  Pemohon dan  Termohon telah  melangsungkan

perkawinan  pada  tanggal  06  Februari  2008 yang  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Bolaang  Uki  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan

Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.1, dan P.2) tersebut

dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  atas  nama  Permohon  yang  merupakan  akta  autentik  dan  telah

bermeterai  cukup dan  cocok  dengan aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat sesuai  Pasal  285  R.Bg,  oleh  sebab  itu  gugatan  Penggugat  di

Pengadilan  Agama Bolaang  Uki  telah  berdasar  hukum,  karena  Penggugat

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Pemohon telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal  06 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan  oleh  Pemohon,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 tersebut  harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon dengan  Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 06 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,
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keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka  kedua  saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis

dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah

tidak rukun lagi, telah berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir

tahun  2022  hingga  sekarang  atau  sudah  selama 2  (dua)  tahun  lamanya

tanpa saling menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat  bahwa antara  Pemohon dan  Termohon  telah  terjadi  keretakan

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
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Termohon,  yang  tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Pemohon dengan  Termohon sebagaimana

tersebut di  atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti  itu bukan

saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi  Pemohon maupun Termohon, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah

dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

علَيِمٌ       سَمِيعٌ اللهَّ فإَنِّ الطلَّقَ عزََمُوا وإَنِْ

Artinya:  “Dan  Jika  (suami)  berazam  (berketetapan  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya  Allah  Subhaanahu  Wa  Taála  Maha  mendengar  lagi

Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan  Termohon telah memiliki cukup alasan  oleh

karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan

dengan verstek;
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Menimbang,  bahwa atas  permohonan  Pemohon pada petitum primair

angka 2 (dua)  kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil  dan semua penjelasan

diatas,  maka  Hakim  sampai  pada  sebuah  kesimpulan  yang  menguatkan

persangkaan  dan  keyakinan  Hakim  bahwa,  cerai  yang  dijatuhkan  kepada

Pemohon adalah talak  satu  raj’i,  sebagaimana Pasal  118 Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Islam, talak yang  dijatuhkan oleh Pemohon  terhadap Termohon adalah talak

satu raj’i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang

untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

مَرّتاَنِ   بإِحِْسَانٍ     ۖالطلَّقُ تسَْريِحٌ أوَْ بمَِعرُْوفٍ فإَمِْسَاكٌ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3) dan (4)

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir  dengan Undang-

Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar

talaknya setelah  putusan ini  berkekuatan hukum tetap,  dan dilaksanakan di

depan sidang Pengadilan Agama;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  disidangkan  dengan  Hakim  Tunggal

berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal

pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bolaang Uki;

4. Membebankan Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan  ini dijatuhkan  pada hari  Kamis tanggal  05 Desember

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh

Zumma  Nadia  Arrifqi,  S.H.I. sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang

Dispensasi/Izin  Sidang  Dengan  Hakim  Tunggal pada  Pengadilan  Agama

Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi

Peradilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut dan

dibantu oleh  Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal
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Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera Pengganti

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Panggilan

PNBP 

Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

 30.000,00

 75.000,00

 34.000,00

 20.000,00

 10.000,00

 10.000,00
Jumlah Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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